
BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULIIWESI TENGAH

PERATI'RAIT BI'PATI MOROWAI,I
NOMOR ?rl TAIIUN 2()16

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBIIfAAI{ PASAR TR.ADISIONAL,

PUSAT PERBEL/INJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAIIMAT TI'HAN YAITG MAHA ESA

BUPATI UOROWALI,

Menimbang: a. bahwa dengan semakin berkembansnva usaha
perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah,
usaha perdagargan eceran modem dalam skala besar,
maKa pasar iracilsronar periu cirberciayakari agar <iapar-

tumbuh berkembang serasi, saling memerlukan, saling
memoerkuat serta saling menguntungkan;

b. bahwa dalam usaha membina pengembangan industri
dan perdagangan barang serta kelancaran distribusi
barang periu ciiberii<an pecioman bagr penyeienggaraan
pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modem,
menvangkut norrna-norrna keadilan. salins
menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan
antara pemasok barang dengan toko modern serta
perrgerirbeurgarr kcrniiraal derrgzur usaira kecri scirirrgga
tercipta tertib persaingan dan keseimbangan
keoentingan Drodusen. pemasok toko modem dan
konsumen:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
cirmaksuci ciaiam hurui a, cian hurui b periu meneiapkan
Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pembinaan
Pasar Tradisional. Pusat Perbelanjaan dan Toko modern.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perirnciungan Konsumen (irmbaran i.iegara Repubiik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Neqara Republik Indonesia Nomor 3821):

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali
d:rn Kabupaten ijanggai Kepuiauatn (i,cm i.rauem iicgara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan



4.

6.

7.

o.

l,embaran Neeara Republik Indonesia Nomor 39OO)
sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2O0O tentang perubahar Undang-
Unciang i'iomor 5i Tahun .i999 ieniang pembenrukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten
Banggai Kepulauan (lembaran Nesara Republik
Indonesia Tahun 20O0 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3966 );
Urrcialg-Urrdang iioruor 28 i airurr 2vUz LcrlLi rB
Bangunan Gedung (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 134. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2008 tentang Usaha
Mlkio, Kecli ivienengah (i,em baran ir egara Repubirk
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 48661t
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
iirmbaran iriegara Repubiik incionesia Tahun 2uii
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
I::r,r+:'::=i.= lJr:m :::' .1323'! ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambehan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
--:-1jj..--i,-:-i--__--i--::--__:-L:-:---.--Lslir,rl rllllr.riarr .Jcr.rcra.pd, aanr Lsratr1'rlll ugrrgalr vnllrd.r1g-
Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Pembahan Kedua
Atas Undane-Undans Nomor 23 Tahun 2014 tentans
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lcmbaran
i.i c gai'a i"..c pii'uiik i tilolc sia iloiiio i 5 5 7,J i ;
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang
Kemitraan( Lembaran Nesara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3718);
Peraluran llmcrrnLah iiomor ljZ 'i'ahun i 996 r"cn i-atng

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46.
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
37431;
Peraruran Presrcien Repubiik incionesra r\omor L i 2
Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional. Pusat Perbelaniaan dan Toko Modern.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
ii ukurn Daerair (Bcrii^a i:,lcgia.r'a Repubiik irrdorrcsia
Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 10 Tahun
2015 tentang Bangunan Gedung (kmbaran Daerah
Kabupaten Morowali Tahun 2015 Nomor 0 i0, Tambahan
i.embaran ijaerah Kabupaten iviorowaii iiomor 02U2j.

9.

10.

11.



MEMUTUSKAIT :

Menetapkan: PERATURAN BIIPATI TEI|TANG PENATAAN DAJI
PEMBIIIAAITT PASAR TRADISIOIITAL, PUSAT
PEREELAII-.,_AAII- DAiI- toKo MoDERjI.

BAB I
KETEITTUAN UMT'M

Pasd I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
2. Bupati adalah Bupati Morowali.
3. Dinas adalah Dinas Koperasi usaha Menengah Kecil dan perindustrian

(a lrr.tla tan \4lnr.'.'a.l!
4' Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih

dari satu baik yang disebut sebagai pusit perbelanjaan, pasar
tra-d::i',,.lr;, p;ti.;.ll;i;-:, ';:a:i, pia;a t.:;a-lpal p".-.iag*-rg-, ,'ia i-,lF i_.i_r-r

sebutan lainnya.
5. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh

Pemerintah, Peme'nrah Daerah, swasra, Bacian iisaha iviiiik iiegara
dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swista
densan temDat usaha berupa toko. kios. los dan tLda vane
dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah swadaya masyarakar
atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan denganl:::e:;:itl b:li !::,rcr3 degergr:: :n:l.hri :ar.,.,.: =e:a,.i..:.6. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu
atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal mauoun
iioruoii-iai ya-'g rig uai aa,u oisc';vakaii Kciiaca pciaxu -.,"o.a -o'."a
dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang yang
berbentuk pertokoan.

7. Toko- aciaiah bangunan geciung <iengan tungsi usaha yang ciigunakan
, untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual. -
8. Toko modern adalah toko densan sistem pelavanan mandiri. meniual

berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket,
- :uper-market, departemen store, hypemarket ataupun grosir.
9. Pe::ge!+b. jr.::ngan nili:n..r_rket +dde.h p:h,h-r *ri$. -i,""g rnehJ+lkrr

kegiatan usaha dibidang minimarket melalui 
-satu 

kesatuan
manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang
iiic; up:.i.i.i,ui j i,i: i::,gi,i.r it i;, ti.

10' Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang
kepada toko modern dengan tujuan untuk diiual kembali meralui keria
sama usaha.

11. usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau
badan usaha Deroransan vang memenuhi kriteria usaha inikro.

12. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang
dilakukan oleh orang perseorangan ata badan- usarra yang uukJ:::er:pr1:lr anel: =e:....slhnan :ittt. bukc: cabang ptruslhin 1,1:19dimiliki, dikuasai atau menjadi bagan baik langs;ng .rr.rpr.., tid;
Iangsung dari usaha menengah atau usaha Uelar lang -.-"rrl.rnlltr ilc;:ia usalra kccii.

13. usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berd.iri sendinyang dilakukan oleh orang perseorangan atau Oadir usaha yang
bukan merupakan anak peruiahaan atiu bukan cabang p"..,""lr.L
yang dimiliki, dikuasai. atau .menjadi bagran baik langslung ;;;;
tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar.



14. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif vang dilakukan oleh
badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan
tahunan iebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha
na-rlcl=l =ilik neger: e..::: :'i'esta. '.:.r:he ce t-:: i'ig= n dei isahe a:::rg
yang melakukan kegiatan ekonomi.

15. Kemitraan adalah kerjasama dalam keberkaitan usulan baik langsung
.liiaijpi.{ii 'i-iii;iii iaiigsUiiB aias Lias:ii i:itiiSii; si^,,tig iiiuiiiui,ij*oi,,
mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan
pelaku usaha mikro, kecil, menengah dengan usaha besar.

i6. Syarat perciagangan aclalah syarat- syarat dalam peqanJian kegasama
antara pemasok dan toko modern / pengelola jaringan minimarket
yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk vans
diperdagangkan da-lam toko modern yang bersangkutan.

IT.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, lnn Usaha Pusat
Per!:elanj.r,r:l d-an lzi:: r-Ise.ha T+kr :r:cdern ;'r.ng :e!r.:r;';tnli?, di:i:1gli1t
IUP2T, IUPP dan IUTM adalah izin usaha dapat melaksanakan usaha
pengelolaan pasar tradionallpusat perbelanjaan dan toko modern yang

, .t:
valaa r lrarciiiiLiiii iiiiti tiii it.ii.juPiii.€ii i;iiii u r'r iiii.

18. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang
ciiciinkan cian berkeciuciukan atau meiakukan kegiatan ciaiam wiiayah
hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perianiian. menvelens_garalan berbogai kegiatan usaha
dalam bidang ekonomi.

19. Harga barang adaiah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan/
lta- :::.:'.ei kesepdr:Ltan 4nt1ra :],:r3 pihck di D3:ar ber:r:lglr.',tan.

20. Konsumen adalah setiap pemakai dan/ atau jasa baik untuk
kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.

zL. ui j,a iit auiiiiiii SuLiaP iiuiiua, ijiiin ijuiwijjuu ittaui)uil tirian iiui wiijijii,
baik bergerak maupun tida} bergerak yang dapat diperdagangkan,
dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku
usaha.

22. Surat permohonan adalah surat permintaan penerbitan izin usaha
pengelolaan pasar tradisional, izin usaha pusat perbelaniaan dan izin
usaha toko modern.

23. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayanr
algl.=,,r-t=.:: '.-l:n',un dengan cin peqrl:,nan j.tr.,k j.e.'-lh. kecepat?.n f1t?-
rata linggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

24. JaJan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani
,-..:.:.i,:::..:. . . - . . , .- . . . . . . . - : ,.:.-.:1 r . + r . 

.. ': 
, , 

. . , 
. . i ,:-,...,... ,..:..: . ., g . , : . 

. . i . 
. , . i , , . . i,,,.,:.

sedarlg kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
25. Jalan iokal merupakan jalan umum yang berfungsi meiayani angkutan

setempat ciengan ciri perjaianan jarak ciei<ar, cian kecepaan rara-rala
rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

26. Jalan lingkunean merupakan jalan umum vang berfunesi melavani
angkutan lingkungan dengan ciri pedalanan jarak dekat, dan
kecepatan rata-rata rendah.

BAB TI

PENATAAIT PASAR TRADISIOI{AL

Pesd 2
(1) Pendirian Pasar Tradisional waiib memenuhi ketentuan sebaeai

berikut:
a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan

kl!::rad,.'r-r.:: 3-':-:=.r t*4isi+n:J. hr:at Plr!:rb.l.'isr.:r dr.:: Tlkl



(1)

Modern serta usaha kecil. termasuk kooerasi vane ada
diwilayah yalg bersangkutan.

b. Menyediakan areal parkir.
^ n{6-r,6,t:^r.^- f^lilitac ,r,ar^r, r.neni..'*i_ it:;c:. t:eCi:il::l! ..,1::l

bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
(2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

- Gaiiai tiiiakukaii -ici.iasai-iiaii ircijasafia i,'iiini.a p!ir6ui.,ia p-.-
tradisional dengan pihak lain

BAA III
PEilATAAI{ PUSAT PERBELANT'AAN DAIT TOKO MODERI

Pasal 3

Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib :

a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan
pasar ffaciisionai, Usaha Mii<ro Kecii Menengarr (UMKM, yang acia
diwilayah yang bersangkutan

b. Memnerhatikan iarak antara hvpermarket denean oasar tradisional
yang telah ada sebelumnya

c. Menyediakan areal parkir
d. !!e::;.'edirkln fi.silitl-c '.rans :nenjt::tin pu:at Ferb:13.:1.i.11n dlr t:!r:

modern yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang
rryqirrc|'rr.

=,.,--..---::.,,.,- .,-..,.i,-.,,-:-:.-
o.a {-a.r HaJ Nr sc -agaiitiaiia. ciiiiiaiisud paOa ayai ii) irurui u

dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pusat
perbelanjaan dan/ atau toko modern dengan pihak lain.

Pesal 4

Pendirian pasar tradisional atau pusat perbelanj aan toko modern
selain minimarket harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi
masya-rakai, keberaciaan pasar ixaciisionai cian usaha miicro, kecii, cian
menengah (UMKM) yang berada diwilayah yang bersangkutan.
Analisa kondisi sosial ekonomi masvarakat dan keberadaan Dasar
tradisional dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Struktur pe:lduduk :y!eir..r....t rnata pencaharian dan penCidikln:
b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
c. Kepadatan penduduk;
ii, i-ui i" iiii i i.i i,ii,iii.i i iiuiiuiii'ii,iii.
e. Kemitraan dengan UMKM lokal;
f. Penyerapan tenaga keg'a lokal;
g. Ketahanan cian penumbuhan pasar traciisionai sebagar sarana bagi

UMKM lokal;
h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum vans sudah ada:
i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak hypemarket

dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya
Al.':.!i:a lrcn4rsr :cei?,l ekinani :nes;,'eraka.t se!,..e,9.'r,imsnir. dinaket.ld
pada ayat (2) berupa kajian yang dilakukan oleh badan/iembaga
independen yang berkompeten.
i^r.i-.lis,, l-,uriiii,,i susiiii tli-;iiui:r.i sci;u6,ajlru-riii iiirri.iiiiuJ p*-* -.y.-rr" (3)

wajib mendapatkan persehJjuan/rekomendasi dari Satuan Ke{a
Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
Anaiisa konciisi sosiai ekonomi yang teiah menciapat
pengesahan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

di'iadikan dasar pertimbangan untuk memberikan izin orinsio usaha.

(1)

t2\

(3)

(s.l



(6) Badan l Lembaga indeoenden sebasaimana dimalcsud pada avat {3)melakukan kajian analisa kondisi *.iJ -;;;;i;.;;"u"i
_ diwiiayah yang bersangkutan.
i?) l{e:il aneliss !:crdisi scsia! ekr:rlmi ine:rra:"ek:t s:be gei:iaiadimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak

::,-11].:"|IT dengan syarat-syarat dalam mengajukan surar
l,vr urvrr\Jllc|-lr ,

a' Izin' pendirian pasar Tradisionar atau pusat perbelanjaan atau Tokomodern selain minimarket; ataub. tzin. usaha pasar traciisiona.t atau pusat perOetanjaan atau tokomodem selain minimarket.
(8) Toko modem vans terintegrasi densan pusat perbelaniaan ataubangunan._lain wajib memiliki p"..y"r.t"o sebagaimana dimaksudpada ayat (2).
{9) Tckl n+d,er:: slbr-g..:_leanr, 4i:n+ks.,-td padr rg:at fg} Cik:1,_lr.lil?.-r .-l'.tr.lk

minimarket.
(lO)pendirian minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang'icriiir-cg*,isi iiciigaui ;;us.il pcr:i.;ciir.i.-, -"*" uu-,i6,uii.iii itii' .".,.i;ii.;

memperhatikan:
a. kepadatan penduduk;
b. perkembangan pemui<iman baru:
c. aksebilitas wilayah (arus lalu lintas);
o. ctukunsan / ketersediaan infrastruktur: dan
e' keberadaan pasar tradisionar dan *"t".rg^oto diwilayah sekitaryang lebih kecil daripada minimarket terJebut.

{1l)pr::dinar :nini:rgr1.=t :--bngai:nenr jGal:suA padr nj,nt (il)diutamakan untuk diberikan. 
*kepada 

petai.u usaha yang ao,.i"ilmv.sesuai dengan lokasi minimarket tersebui ---

BAB TV

LOI(ASI_PENDIRIAN PASAR TRADISIOI{AL,
PT'SAT PERBELANJAAI| DAN TOKO MODEI{N

passl s
{l.| Pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem iaringan.ialan.te^rm_asuk sistem jaringan jalan l,okaf atau jalan fi"ek;a;'il"a"Kawasan pelayanan bagian kota atau totat il;-l;;kJ;r"

{p,-:-.r ::: :ler} diC :r!::r !:: tr-
(2) Hyp-ermarket dan pusat perbelanjaan hanya boreh berlokasi pada

-:1":r- j"'il.c1n jaran arteri atau korektor aa'i tiaJ-uoiJ'i"..i, Ilo,
._. niilr.is.iii puiai aiiaiii iii..ai, aLaLi iiiigiiuiigaui cliUaia-iii;r".,, ; U.r;*"li,l'(3) Supermarket, toko 

, 
*o1!.r: 

"*lfrv"il tiJ"r. boleh berlokasi padasistem jaringan jalaa lingkungan" dan-tidak--u"i.ir""i.il" il!"
,_. 53-..".tr peiayanan iingicungan aiaaiam kotaT perrotaan.(4) Minimarkct boleh .tertotaii p.a. -""tf.p' 

sistem ;-Jngan jalan,termasuk sistem iaringaa. ialan- linekunea; paoa kawasan peravananlingkungan (perumahan) didalam toL / i"riot"rrr.

BAB V
XEMITRA/IN USAIIA

pasat 6
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan tempat usahauntuk usaha mikro kecil dan menengah dengan harga juar atau biava sewa



vang sesuai denean kemamouan usa-ha Mikro Kecil dan Menengah atau
yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Mikro Kecit dan Menengah melalui
kerja sama dalam rangka kemitraan.

Pasal 7
(1) Kemitraan dengan pola perdaeansar umum dapat dilakukan dalam

bentuk kerjasama pemasaran lokasi usaha atau penerimaan pasokan
dari pemasok kepada pusat perbelanjaan, toko modern yang diiatukan
-q=cLrl t:lbu!::1.

(2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat
dilakukan dalam bentuk:
a. i'"ici:iasa; ka;r oau-ruig piu'iui<si UIJ''fii y'iu:g qikcnas aiau diiru.ias

ulang dengan merek pemitk barang, toko modem atau merek lain
yang disepakati dalam rangka meningkatkan niiai jual barang; atau

b. Memasarkan proriuk hasii UMKM meiaiui etaiase atau outiit cian
toko modern

(3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern kepada
UMKM dengan menyediakan ruang usaha datam areal pusat
Per!::!nr',!een rlen Trkt [-/tode!-n.

(4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan
ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 8
{ ll Keriasama usaha dalam bentuk oenerimaan pasokan barane dari

pemasok kepada toko modern dilaksanakan dalam prinsip saling
menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.

{?! TCkC =CrJ3- 111elr rn , }n ln n !.11:.1 ::Cenkn:,, l41ar.r, h..:il .1!..\ll,,Lni I rLtL,!rI
nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau staadar
yang ditetapkan toko modern.

i:l) iicijasalia usajia li,ciiii i-i iiiiii .iiiiai a u;.viii;.,i iiuiiga;i i..iiii; rii-jui ri -oi.,ir.idilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan
tempat usaha, pembinaan/pendidikan atau permodalan benruk kerja
sama iain.

(a) Terjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) dibuat
dalam perianiian tertulis vane disepakati kedua belatr pihai'tanpa
tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban
masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaizrn perselisihan.

BA'B VI
PEMASOI(AN BARANG KEPADA TOKO MODERN

Pasd 9
Dalam ranska menciotakan hubung.an kerja sama vans berkeadilan.
saiing menguntungkan dan tanpa tekanan antara pemasok dengan toko
modern, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowa-li dapat memfaslltasi
L:penti:::en pe::rc-rlk r!en tr:!:o:::lder:: dale:n :n:r.:ndingk::: pe:;erjia::
kerja sama sebagaimana dimal<sud dalam pasal Z.

BAB VII
PERIJIIVAN

Pasal 10
(1) Untuk melakukan usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan

toko modern, wajib memiiiki:



a. Ilin Usaha Pengelolaan pasar
Tradisiona-l;

b. Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan
l::bel:-iaa:'::

c. Ijin Usaha Toko Modem (IUTM)
toko serba ada.

iUiiri uiiiuii iiiiitiiiiai.iiai aiiui;.iiiaxa.ii lraBi pcia-xu usaiia iiueii
menengah setempat.
Ijin usaha sebagaimana dimaksud
Bupati meiaiui iJinas terkart.

pada ayat (1) diterbitkan oieh

Tradisional [UP2T| untuk pasar

(IUPP) untuk pertokoan dan pusat

untuk minimarket, swalayan dan

1.

2.

(1)

(2\

Pasal 11

Ijin Usaha Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern
berlaku selama kegiatan usaha tersebut beroperasr.
Dahm rangxa pengawasan oan pengenciairan wajib ciaitar uiang seuap
5 (lima) tahun.

BAB VUI

TATA CARA DAN PERSYARATAIT

Bagian Kesatu
Tata Cata

Paeel 12

Ijin usaha sebagaimana dimaksud pasal l0 berlaku hanya:
a. untuk 1 (satu) lokasi usaha
b. selama masih melakukan kegiatan pada lokasi yang sarna
apabila terjadi perubahan lokasi usaha pasar tradisional, pusat
per!:e!=:-i a:n d:n tc!:l n+den pen gelcla/ pen:r gg..ll g j.r :,.e b
perusahaan wajib mengajukan permohonan baru.

Baglaa Kedua

Pereyaratan

Pasd 13
Persyaratan untuk memohon Ijin usaha pengeloraan pasar Tradisional
$UP2T,Ijin Usaha Pusat perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Modem
ciengan meiampirkan :

A. KTP;
b. Akta Pendirian Perusahaan:
c. Rekomendasi Peruntukan l,ahan:
d' surat Ijin Prinsip usaha dan/atau anarisa Kondisi Sosial ekonomi

me,aa,'ar3.kst :.ran g rr!"h dieehkan :

e. Surat Ijin Lokasi dan/ atau persetujuan prinsip membangun (ppM);f. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); 
-

6,. 3ur'ai i..i.i. ?elripar iisala iSiT'u'; da_rirr.i-iuu Su;.;l i..ii'G.ur6gu'' iiiC);h. er.oqraln kemitraan yang dilengkapi dengan MOttdengan*Uf"fKfuf V#eteiah disahkan oieh Dinas terkait yang membidangi;
i. Surat Pernyataan pengeioiaan r.ingi<ungan.



(1)

\2j

BAB TX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar
tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Daiam rangka Pembrnaan Pasar Traciisronai, Eupau meiaiui ijrnas:
a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk

pemberdavaan Dasar tradisional sesuai ketentuan oerundang-
undangan yang berlaku;

b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar
tr=-di..ric::r!;

c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi
pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum diia-kukan
,-.-..-.-.,..-.-: .-.-.-.,, ,-...:.-.:. -.. : ,..-...., . , . . . : : . . i . . . . . . ' ,rerrt.rvaor o.Lo.\.a a wav^o.o1 pc.oar L.|'a,u1 v1rql,

d. Mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional.
Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem,
Bupau meiaiui Dinas mew4libkan:
a. Pusat Perbelanjaan dan toko modem memfasilitasi dalam rangka

pemberdavaan pasar tradisional:
b. Membina UMKM dalam rangka peningkatan kualitas produk

sehingga memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan.

Pa3al 15

Dalam rangka pengawasan oleh Bupati melalui Dinas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 14, maka pusat perbelanjaan dan toko modern
wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan
Per--:r:d=::3-::::Ce-3e:: ;'=-g b::leb.:.

BAB X

KETENTUAIT PERALIHAN

Pasd 16

Izin usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan toko modern
sebeium peraturan ini, dipersamakan dengan izin usaha Pusat
Peroetanjaan [iUPP, oan/arau .iztn usana i oxr.r iviooern ti r./ i ivil
berdasarkan Peraturan Buoati ini.
Izin penselolaan vane dimiliki Pasar Tradisional sebelum berlakunva
Peratran Bupati ini, dipersamakan dengan izin usaha Pengelolaan
Pasar Tradisional (IUP2T) berdasarkan Peraturan Bupati ini.
Izin nens'elnl=2n tr2!14, r!::nrliki P-r,sar Tre.di-"i+na! lelr!'.lr:l b:rlak.'-r.1.,'.r..-....1'.'.,'.'9..--.-.,..''

Peratran Bupati ini, dipersamakna dengan izin usaha Pengelolaan
Pasar Tradisional (IUP2T) berdasarkan Peraturan Bupati ini.
Ftrsirr Tr-i.ii.iisiuii:i-i, litiii. Fcll;uiarrj-- i iii,ui ?.;i.u iiiuiici ii j i,.i-i6, i,! .iiijiB
dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun narnun
belum memiiiki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini
<iianggap teiah memenuhi persyaratan iokasi cian ciapat ciiberikan izin
usaha berdasarkan Peraturan Bupati ini.

(3)

(1)

QI

f3)



BAB XI

KETEIITUAJT PEIIUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

tg* setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya daram BeriL naeiatr
iiabupai.cii i'"iuio."l'aii.

Fi]"!qA rr r({}i,] i': I : ii ii,$ I

.r ..i . {..rr r

&-

Diundangkan di Buneku
pada tanggal tg se l)ztatlcr 7aro

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TVIOROW-ALr,

MAIDHZUN ILWAN RIDIIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN

Ditetapkan di Buneku
pada tanggal t'4 s P,l 

Q'.u-b.*- Aolb

BUPATI MOROWALI.

2016 NOMOR


